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PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jiry Lubuk Skarats No. 8% Telp, (0755) 325941 - fox. [0755) 22447 Emoitbrgieniotkole oo ld

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota : Solok
SKPD Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan . Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Nama Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan  Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran ¢ 1. Rp1,800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
2, Rp258.000,00 (dua ratus lima puiuh delapan ribu rupiah)
Tahun Anggaran ¢ 2026

1. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,

peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

L
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeraly;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tuhun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 202) tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Dacrah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah



10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12, Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendaputan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Kenangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang  Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah PDaerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerazh Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor ; 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Kevangan Badan Kevuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026,

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
FEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

:

KASUHBAG/KASUBBID/JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

'

PELAKSANA
SEKRETARIAT




b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sehagai berikut :
- Perangkal Administrasi
- Perangkat Administrasi Kenangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing

kegiatan menurut jenis pengeluaran.

c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.
- Pendayagunaan stal kegiatan.
- jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan.

- Kelancaran pembayaian tanpa pernborusan,

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,

hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan,

e, ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DNPA  diterima segera melakukan penclaahan atas isi DPA.  dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentvan yang berlaku

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengpuna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:

s Pengawasan secara berkala
s Penjabaran langsung terhadap keglatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1.  Waktu Pelaksanaan  : L Januari sd Desemher (time schedule terlampir)
untuk sub kegiatan : Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkal Daerah
2. lapuari sd Desember (time schedule terlampir)
untuk sub kegiatan : Koordinasi, dan Penyusunan



b2

Fh

Laporan Capaian Kinerja dan Jkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tujuan Program : Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah

yang baik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
Target ©100%
Organisasi : BKD
Pengguna Anggaran /PPK
Nama : NOVIRNA HENDAYANI,SE,M.Si,Akt
Pangkat/Gol  : Pewbiona Utama Muda (IV/c)
jabatan : Kepala Badan Kevangan Daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : NADIA EFRIYANTI, SE. MM
Panglat/Gal : Pembina Tk1(IV/ b)
Jabiatan . Sekretarls BKD

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama ¢ RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a)
|ahatan :  Perencana Ahli Muda

Pelaksana Sub Kegiatan
Nama :  BUDI FEBRIAN WIJAYA, SE, M.Ak
Pangkat/Gol  : Penata Tk {11T/d)
|abatan 3

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Bendahara Pengeluaran

Nama + GITA FIRTASNANDO, AMd Ak
Pangkat/Gol : Pengatur(11/c)
Jabatan . Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWADB
a. Pengguna Anggaran/PPK

L
2.
3.

Menyusun RKA-SKPD.

Menyusun DPA-SKPD,

Melakulan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pemblayaan.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnyi



Melakukan pengujian atas tagthan dan memerintahkan pembavaran.
Melalksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pibak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

B, Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawah SKPD yang
dipimpinnya.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan kevangan SKPD yang dipimpinnya.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vang dipimpinnya.

1Z. Menctapkan PPTK dan PPK-SKPD.

13 Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD vang dipimpinnva dalam rangka
pengelolian keuangan daerah.

14. Menyusun anggaran kas SKPD.

15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

16. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Dasrah (NPHD).

17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

18. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersehut.

19. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD sclaku BUD.

20. Melaksanakan tugas lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk

pengadaan barang dan jasa.

b. Pejabhat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan meliputi :
a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b. Memonitwring dan evaluasi pelaksanaan keglatan/sub kegiatan;
¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub keglatan kepada

Pengguna Anggaiain.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran alas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meiiputi :




a. Menyiapkan laporan kineria pelaksanaan kegiatan /sub kegiaran,
b, Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
vang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢.  Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan,
3. Menyinpkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenal
pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GLU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta buku
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM:

3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran;

4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. Menyusun laporan keuangan SKPD;

6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU. SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukt
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.

7. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah dari bendabara penerimaan.

8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagal dasar

penyiapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan
1. Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
kegiatan/sub kegiatan meliputi -
a4, Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan;
b, Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fsub kegiatan;
¢. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan angparan atas
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi ;
a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesual dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan,
¢. Membanlu menyimpan dan  menjaga Keutuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan keglatan.
3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub



kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan vang mengatur
mengenal pengadaan barang/jasa.

Sekretariat

Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara tekols maupun administrasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS.

Menerima dan menyimpan UP, GUJ, dan Tt

Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelclanya.

Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesual dengan ketentuan peraturan

[

bl

perundang-undangan.

o

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungiawaban secara fungsional kepada BUD secara perfodik

Memungut dan  menyetorkan pajak  sesval  dengan  Kelentuan  peraturan

~1

perundang-undangan.

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.

9. Memeriksa kas secara periodil

10, Menerima dokumen bukti transaksi secara elektrontk atau dokumen fisik dari
bank.

1'l. Menerima dan menyelorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal.

12. Menyviapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggavan pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan
tungsi BUD.

Solok, Januari 2026
% PENGGUNA AHGGARAH!n

Ay

NIP.19661116 199503 2 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jiey Lutok Sikaroh No. B9 Teip. [D755) 325941 - fax, [0755) 22447 EmailhkdSsolokkoto go.ld

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota : Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/1riwulan/ Semesteran SKPD
Anggaran : 1. Rpl12.270.857.089,16 (Dua belas miliar dua ratus tujuh
puluir juta delopan ratus lima puluh tujul ribu delapan
puluh sembilan koma enam belos rupioh)
2. Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
Tahun Anggaran : 2026

1. PETUNJUK UMUM
Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,
peraturan serta keputusan yang berlaku antara lun

1
.4

3

o

8.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Inlormasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daeraly;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengeloldaan Keuangan
Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Selok Nomor § Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;



13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anpgaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangap Daersh kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Waliketa Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerab Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

KEGIATAN (PPTK]
I

ki
KASUBBAG /KASUBBEID /JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

.

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
- Perangkat Administrasi.
- Perangkat Administrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing
kegiatan menurut jenis pengeluaran.
c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.




- Pendayagunaan staf kegiatan.
- [adwal pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Peralatan dan [fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan,
- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatin
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
[sasaran masing-masing Kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,
hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan manpun pelaksanaan kegiatan.

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelengegarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selakun Pengguna Anggaran atau PPK herkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:
s Pengawasan secara berkala
* Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g PETUNJUR-PETUNJUK LAIN

1. Waktu Pelaksanaan : 1. Januari s.d Desember (time schedule terlampir)
untuk sub  kepiatan : Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
2. Januari s.d Desember (time schedule terlampir)
untuk sub kegiatan : Koordinasi, dan Penyusunan
Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

2.  Tujuan Program : Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah
yang baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

. Target : 100%

4. Organisasi : BED

A. Pengpuna Anggaran/PPK

Nama : NOVIRNA HENDAYANISE M.Si, Akt
Pangkat/Gel : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan . Kepala Badan Keuangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nama . NADIA EFRIYANTI SE, MM
Pangkat/Gal : Pembina TkI[TV/b)
Jahatan . Sekretaris BKD



E.

D.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama :  RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan :  Perencana Ahli Muda

Pelaksana Sub Kegiatan
Nama :  BUDI FEBRIAN WIJAYA, SE, M.Ak
Pangkat/Gol  : Penata Tk 1 {llI/d)
Jabatan :  Kasubbag Umum dan Kepegawaian

E. Bendahara Pengeluaran

Nama . GITA FIRTASNANDO, AMd.Ak
Pangkat/Gol : Pengatur (Il/c)
Jabatan :  Bendahara Pengeluaran
3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB
a. Pengguna Anggaran/PPK

1. Menyusun RKA-SKPD.

2. Menyusun DPA-SKPD.

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
helanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

B. Menandatangani SPM.

9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan kenangan SKPD yang dipimpinnya.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

12, Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

14, Menyusun anggaran kas SKPD.

15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

16. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

18. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersehut.

19. Menyusun dan menyampaikan japoran keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

20. Meiaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan




peraturan  perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan meliputi :
a.  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a.  Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢,  Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan,
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan harang/jasa.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran;

4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. Menyusun laporan keuangan SKPD;

6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.

7. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

8. Menerbitkan sural pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS heserta bukti kelengkapannya sebagal dasar
penyiapan SPM

d. Pelaksana Sub Kegiatan

1. Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b, Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub

kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

2. Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
h. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan




persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢, Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan,

3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa:

Sekretariat

Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam

rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS.

2, Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.

9. Memeriksa kas secara periodik.

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
hank.

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal.

12, Menviapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD.

ud

LA

Solok, Januari 2026
{ PENGGUNA Auummé




PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jire Lubuk Sikarah No. 89 Telp, (0755) 325941 - fox, [0755) 22447 Emoilbkditsolokkota.ao.ld

2 SOLOK
%

PETUNJUK OPERASIONAL

Kota : Solok

SKPD : Badan Keuangan Daerah

Nama Kegiatan ¢ Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan ~ : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyedian Barang Cetakan dan penggandaan

LA ol T

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Anggaran : l. Rp1.010.500,00 (satu juta sepuluh ribu lima ratus rupiah)
2. Rp16.510.000,00 (enam belas juta lima ratus sepuluh ribu
rupiah)
3. Rp87.106.300,00 [delapan puluh tujuh juta seratus enam
ribu tiga ratus rupiah)
4. Rp150.402.500,00 (seratus lima puluh juta empat ratus dua
ribu Hma ratus rupiah)
5. Rpl.050.00 {satu juta lima puluh ribu rupiah)
Tahun Anggaran : 2026

1. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,

peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;




10.

11.

12

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026,

Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Keputusan Walikota Solok Nomar : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolsan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkal Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerab diLingkungan Pemerintah Daerah
Tabun Anggaran 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Selok Nomar : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.



2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA} /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

[ ----+  BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN [PPTK)

9

KASUBBAG / KASUBBID/JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

.

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sehagai berikut :

Perangkat Administrasi.
Perangkat Administrasi Keuangan.
Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing

kegiatan menurut jenis pengeluaran.

¢. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN

-

Persiapan Rencana Kerja
Pendayagunaan staf kegiatan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan.
Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.

- Penghematan penggunaan bahan.

Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan,

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat

laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan

/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,

hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.



e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan dan

Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:

g PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1.

¢ Pengawasan secara berkala
# Penjabaran langsung terhadap kegiatan,

Waktu Pelaksanaan

. Januari s.d Desember (time schedule terlampir)

untuk sub kegiatan : Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

. Januari s.d Desember (time schedule terlampir)

untuk sub kegiatan : Penyediaan Peralatan rumah

Tangga

3. Januari s.d Desember (time schedule terlampir)

untuk sub kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik

Kantor.

4. Januvari sd Desember (time schedule terlampir)

untuk sub kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan.

. Januari sd Desember (tme schedule terlampir)

untuk sub kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu

2. Tujuan Program : Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah

yang bailk scsual dengan peraturan perundang-

undangan.
3.  Target ¢ 100%
4. Organisasi . BKD

A Pengguna Anggaran/PPK

Nama : NOVIRNA HENDAYANISE,M.Si, Akt

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah



C

D,

E.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : NADIA EFRIYANTL, SE, MM
Pangkat/Gol . Pembina Tk I(IV/ b)
Jabatan : Sekretaris BKD

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama :  RESTU ARDIATI, SE. MM
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Pelaksana Sub Kegiatan
Nama . BUDI FEBRIAN WIJAYA, SE, M.Ak
Pangkat/Gol  : Penata TKI (11i/d)
Jabatan :

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Bendahara Pengeluaran

Nama ¢ GITA FIRTASNANDO, A Md Ak
Pangkat/Gol  : Pengatur(11/c)
jabatan : Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB
a. Pengguna Anggaran/PPK

1
2.

N s

4.

10,
11
12.
13.

Menyusun RKA-SKPD.

Menyusun DPA-SKPD.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan,

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintabkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD vang dipimpinnya.
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vang dipimpinnya.

Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.




14. Menyusun anggaran kas SKPD.

15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

16. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial,

14. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

19. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKT selakn BUD.

20. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan meliputi :
a.  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan:
b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan,
h. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢. Menyimpan dan menjaga keutuhan séluruh dokumen pelaksanaan kegistan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengadaan barang/fasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran:

2. Menyiapkan SPM;



(73]

. Melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran:

. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
. Menyusun laporan keuangan SKPD;

6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukt

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.

. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah dari bendahara penerimaan,

8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan

)

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

h.  Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

¢. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen

pelaksanaan kegiatan.

Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada keguatan/sub
kepiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa.

Sekretariat
Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam

rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.



f.

Bendahara

1.

2

w

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPPLS.

Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

Melaksanakan pembayaran dari UP, G, dan TU yang dikelolanya.

4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

6, Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratiil kepada PA dan

8.
9.

laporan pertanggungiawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
Memungut dan menyvetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Melakukan rekonsiliasi dengan pibak Bankyang ditetapkan Kepala Daerah.
Memeriksa kas secara periodik

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari

bank

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi ataw hasil

pemeriksaan internal dan eksternal.

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13, Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan

fungsi BUD.

Solok, Janvari 2026
| PENGGUNA Auuﬁml(

-

Vi
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PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jiri Ltk Sliccirat No, 89 Talp. [0755] 325941 — lox. [(1755] 22447 Emaitbcaésnliokkola goid

SOLOK

PETUNJUK OPERASIONAL
Kota . Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan Pemerintsh

Daerah
Nama Sub Kegiatan  : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnys
Anggaran . 1. Rp49.448.000,00 (empat pulub sembilan juta empat ratus
empat puiuh delapan ribu rupiah)

Tahun Anggaran . 2026

1. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,

peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

L
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kenangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan |asa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informast
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daeral;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Salok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Paerah



1 1. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggarun

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

14,

15.

16.

17.

Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Kevangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Waliketa Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerfa Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomer : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026,

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 186.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahiaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.

2, PETUNJUK KHUSUS

ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN [PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN [PPK)

l ...................... =M BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

E
KASUBBAG /KASUBBID /JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB K_EGLATAN'D&N PPK-
SKPD
PELAKSANA
SEKRETARIAT




b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berilat :
= Perangkat Administrasi.
- Peranpgkat Administrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian hiaya sesvai dengan alokasi dana masing-masing

kegiatan menurut jenis pengeluaran.

. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja,
- Pendaysgunaan stal kegiatan.
- |adwal pelaksanaan kegiatan.
- Pengpunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan,

- Kelancaran pembayaran tanpa pemboresan,

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus vang menyangkut masalah,

hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan manpun pelaksanaan kegiatan,

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelanhan atas isi DPA, dan

menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atan PPK berkewajiban melalmkan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berfkut:

« Pengawasan secara berkala
» Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1. WaktuPelaksanaan  : 1 Januari sd Desember (time schedule terlampir)
untuk sub keglatan; Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

2, Tujuan Program : Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah

vang baik sesuai dengan peraturan perundang-




3.

undangan.

Target . 100%
Organisasi : BKD

Pengguna Anggaran/PPK
Nama . NOVIRNA HENDAYANI,SEM.Si Akl
Pangkat/Gel  : Pembina Utama Muda (IV/c)
|abatan i Kepala Badan Keuangan Daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : NADIA EFRIYANTI, SE, MM
Pangkat/Gol : Pembina Tk I(IV/ b)
Jabatan . Sekretaris BKD

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama +  RESTI ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a)
Jabat@n . Perencana Akli Muda

Pelaksana Sub Kegiatan
Namia . BUDI FEBRIAN WIJAYA, ST, M.Ak
Pangkat/Gol  : Penata Tkl (1l1/d)
Jahatan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Bendahara Pengeluaran

Nama :  GITA FIRTASNANDG, AMd.Ak
Panghkat/Gol  : Pengatur (1i/c)
jabatan :  Bendabara Pengeluaran

3, TUGAS / TANGGUNG JAWAB
4. TUGAS / TANGGUNG JAWAB

Pengguna Anggaran/PPK

L

rs

=

U U S

=4

Menyusun RKA-SKPD.

Menyusun DPA-SKPD.

Melakukan tndakan yang mengakibatkan pengeluaran alas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnva,

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
Melaksanakan pemungutan retribusi dacrah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas



9.

-lu.
11.
12
13.
1.
15.
16;

17.
18.

15.

20.

2L

angearan yang telah ditetapkan

Menandatangani SPM,

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpiniya.

Menvusun dan menvampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
Mengawasi pelaksanaan angearan SKPD vang dipimpinnva.

Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD,

Menetapkan pelabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinays dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun angearan kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menyustn dokumen Naskah Perjanjian Hibah Dacrah (NPHD),

Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

Menyusun dokumen permintaan pengesabian pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak ditakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

melzkukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

terscbut.

Menyusun dan meoyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnys
kepada PPKD selaku BUD.

Melaksanakan tugas lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sessai dengan kelentuan
persturan  perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis keglatan/sub

kegiatan meliput :

a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan:

c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada

Pengguna Anggaran.

2. Menviapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas  beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a.  Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan,
b, Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.




. Menyimpan dan menjaga keututhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

3. Menviapkan dokumen pengadaan harang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatansahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1.

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapaunya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,

. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan veritikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran;

4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

Menyusun laporan kesangan SKPD,;

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU. SPP-TU. dan SPP-LS beserta bukt
kelengkapannya vang diajukan oleh Bendahara lainnya.

Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebthan
pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

Menerbitkan sural pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penviapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan

L.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

h. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢ Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menviapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran aras

beban pengeluaran pelaksanaan kegintan/sub kegiatan meliputi :

2. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Membanty menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

¢. Membantu menyimpan dan menjaga Kkeotuhan scluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

Membantu menyiapksn dokumen pengadaan barang/jasd pada kegiatan/sub

kegiatan sesuai kelentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengadaan barang/jasa.



e Sekretariat

Membantu pelaksanann sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam

rangka kelancaran pelaksanaan Keglatan.

f. Bendahara

1.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPPTU, dan
SPP LS.

Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

3. Melaksanalkan pembayaran dan UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

6. Membuat laporan pertanggungiawaban secara administratil kepada PA dan

a.
9.

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Melakukan vekonsiliasi dengan pibak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.
Memeriksa kas secara periodik

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektrontk atau dokumen fisik dan

hank.

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan ekstemal,

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atat hastl pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD vang melaksanakan

funpgsi BUD.

Salok, lanuari 2026

(PENGGUNA ANGGARANf\

LSE.M.! X
S03 2001



LTS

PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

iy Lubuk Skordh No. 89 Telp, (0755) 325941 — fax. [0755) 22447 EmaikkdSsolokkata,go.id

SOLOK

PETUNjJUK OPERASIONAL
Kota Sulok
SKPD Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan :  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan 2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran L. Rp597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

2. Rp426.947.845,00 (empat ratus dua puiuh enam juta sembilan
ratus empat pulub tjuh ribu delapan ratus empat pulub lima
rupiah)

3. RpY957.240.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua
ratus empat puluh ribu rupiah)

Tahun Anggaran 2026

1. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,

peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1.
21

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;



9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor Z Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
aerah

11. Peraturan Daerah Kaota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahian Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagal Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Walikota Selok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tabun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

17, Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Kevangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026,

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

--------------------------- » BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

KEGIATAN (PPTK)

!

KASUBBAG /KASUBBID | JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

!

PELAKSANA
SEKRETARIAT




b. ASPEK KFTATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut
- Perangkat Administasi.
= Perangkat Adminmistras: Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian hidya sesuai dengan alokasi dana masing-masing

keglatan menurut jenis pengeluaran.

¢. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.
- Pendayagunaan staf kegiatai.
- Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Pengpunaan Peralatan dan [asilitas kerja.
Penghematan penggunaan bahan

- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta stal diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus vang menyangkut masalah,

hambatan yang dihadapi dalam ranglka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA  diterima  segera melakukan penelaahan atas isi DPA_ dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlaku,

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAR
Selaku Pengguna Anggaran atan PPK berkewsjiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:

e Penpawasan secara berkala
o Penjabaran langsung terhadap keglatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN
1 Waktu Pelaksansan ¢ 1. Januvari sd Desember (Hme schedule terlampir)
untuk sub kegiatan : Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2 januari s.d Desember (time schedule terlampir)
untuk sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik



3. lanuari sd Desember (time schedule terlampir)
untuk sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor.

2. Tujuan Programn ¢ Terwujudnya sistem pengelolsan keuangan daerah
yang hatk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

3. Target 7 100%

Organisasi : BKD

A. Pengguna Angearan/PPK
Nama . NOVIRNA HENDAYANI]SE,M.Si Akt
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (TV/¢)
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama . NADIA EFRIYANTI, SE, MM
Pangkat/Gol  : Pembina Tk 1 (IV/ b)
Jabatan ¢« Sekretaris BKD

C. Pejabat Penatausahaan Kevangan (PPK-SKPD)

Naiad : RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
|abatan :  Perencana Ahli Muda

D. Pelaksana Sub Kegiatan

Nama * BUDI FERRIAN WIJAYA, SE, M Ak
Pangkat/Go! @ PenataTk1(111/d)
Jabatan -

Kasutibag Umum dan Kepegawaian
E. Bendahara Pengeluaran

Nama 1 GITA FIRTASNANDU, AMd.Ak
Pangkat/Gol - Pengatur (I1/c)
Jabatan :  Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGING JAWARB
a. Pengguna Anggaran/PPK
1. Menyusun RKA-SKPD.
2. Menvusun DPA-SKPD.
3. Melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
helanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.



Mg o

10.
11,
12.
13.

14,
15.
16.
17.
18.

19.

20,

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daeral.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
angparan vang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKFD yang dipimpinnya.
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun anggaran kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asl daerah.

Menyusun dokumen Naskah Perjaniian Hibah Daerah (NPHD),

Memyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial,

Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketenluan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeloaran Tlaerah
tersebut.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

Melaksanakan tugas lainnva sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan

peraturan  perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

: 18

Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub

keglatan meliputi

a.  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub Kegidtan;

b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan;

¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub keglatan kepada
Pengguna Anggaran.

Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas heban




pengeluaran pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan meliputi -

. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan.

b, Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan,

¢. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan

sesual ketenluan pevaturan pEl'uudaug-undangan yang mengatur mengenai

pengadaan barang/jasa.

¢. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
L. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaandan

Bendahara Pengeluaran;

. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. Menyusun laporan kevangan SKPD;

. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS heserta bukti

kelengkapannya yang digjukan oleh Bendahara lainnya.

. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah dari bendahars penerimaan.

8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,

SPP-GLI, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sehagai dasar
penyiapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan
1

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan /sub kegiatan meliputi :

a.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b, Membanty memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan;

¢. Membanty menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran,

Membantu menyiapkan dolumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a.  Membantu menylapkan luperan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub keglatan.

b Membantu menylapkan dokumen administrasi pembayaran sesual dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam kelentuan perundang-undangan.

¢. Membante menyimpan dan  menjaga keutuhan selurub dokumen
pelaksanaan kegiatan,



3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa.

Sekretariat
Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS.

2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan T,

3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Menelit kelengkapan dokumen pembayaran.

6. Membuat laporan peranggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik

7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan keteatuan peraturan
perundang-undangan.

#. Melakukan rekonsiiiasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah,

9, Memeriksa kas secara periodik.

10, Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
bank.

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal,

12. Menviapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD

Solnk, [anuar 2026
£ PENGGUNA ANGGARAN A
|

L

NIP.19661116 199503 2 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jiny Lubuk Sikarah No, B9 Telp. (0755) 325941 — fan, [0755) 22447 FrnailbikdSsolpckoio go d

- SOLOK

Kots
SKPD
Nama Kegiatan

Narna Sub Kegiatan

Anggaran

Tahun Anggaran

1. PETUNJUK UMUM

PETUNJUK OPERASIONAL

: Solok
: Badan Kevangan Daerah

: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

1.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi  Gedung Kamtor dan Bangunan
Lainnya.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya.

. Rp94.412.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus dua

belas ribu rupiah)
Rp5.000.000,00 (lima juta rapiah)
Rp22.137.900,00 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh

ribu sembilan ratus rupiah)

: 2026

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,

persturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerak;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks

Pengelolaan Keuangan Daerah;
6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintah Daerah;




7.

8.

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

1L Peraturan Daerah Kola Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12, Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

14,

15.

16.

17.

Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembanty Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor ; 188.4-34 Tahun 2025
Lentang Penunjukan Pejabal Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegialan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

Keputusan Kepala Badan Kenangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.




2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASE

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA} /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK]

l ------------------------- ?| BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

'

KASUBBAG / KASUBBID /JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKFD

'

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkin hal-hal sebagai berikut -
- Perangkat Administrasi.
- Perangkat Administrasi Keuangan,
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing

kegiatan menurut jenis pengeluaran,

c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN

Persiapan Rencana Kerja.

Pendayagunaan stal kegiatan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan,

- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.

- Penghematan penggunaan bahan.

- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,

hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.



e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian alas kegiatan sebagai berikut:

» Pengawasan secara berkala
* Penjabaran langsung terhadap Kegiatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

L Waktu Pelaksanaan  : 1, Januari sd Desember [(time schedule terlamipir)
untuk sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Januari sd Desember (time schedule terlampir)
untuk kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunaun Lainnya.
3. Januari s.d Desmber (fime schedule terlampir] untuk
kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2,  Tujuan Program : Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah
yang baik sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

3. Target = 1D0%

4. Organisasi : BKD

A, Pengguna Anggaran/PPK

Nama :  NOVIRNA HENDAYANLSEM.Si Akt
Pangkat/Gol  : Pembina Utama Muda (1V/c)
jabatan : Kepala Badan Kenangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK]
Nama - NADIA EFRIYANTI, SE, MM
Pangkat/Gol : Pembina TkI(1V/ b)
Jabatan ¢ Sckretaris BKD




C.

D.

Pejobat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama : RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol . Pembina (1V/a)
Jabatan . Perencana Ahli Muda

Pelaksana Sub Kegiatan
Nama : BUDI FEBRIAN WIJAYA, SE, M.Ak
Pangkat/Gol  :  Penpata Tk 1 (111/d)
Jabatan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

E. Bendahara Pengeluaran

Naina :  GITAFIRTASNANDO, AMd.Ak
Pangkat/Gol  : Pengatur (li/c)
fabatan : Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB
a. Pengguna Anggaran/PPK

1.
2.

Noe s

®

10.
11
12,
13.

14.
15.
16.
17.

Menyusun RKA-SKPD.

Menyusun DPFA-SKPD.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran vang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun anggaran kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

18. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas



penerimaan dan pengeluaran daerah sesuvai dengan ketenluan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerlmaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

19. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selakn BUD.

20. Melaksanalan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Z1. PA bertindak sebagai pejabal pembual komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa.

Pejabal Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan meliputi :
a.  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b.  Memaonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
c. Melaporkan perkemhbangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:
a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesual dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
c. Menyimpan dan menjaga keutuhan selurub dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuvangan (PPK-SKFPD)

1. Melakukan verilikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS heserta bukn
kelengkapannva vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran:

. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan

1

Bendahara Pengeluaran;
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. Menyusun laporan keuangan SKPD;
6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TIl, dan SPP-LS beserta bukti



kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.

7. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelehihan

pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsaban SPP-UP,

SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM

d. Pelaksana Sub Kegiatan

f.

1

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b, Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

c.  Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegriatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Membantu menylapkan dokumen administrasi pembayaran sesual dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

c. Membantu menyimpan dan  menjaga keutuhan selurub  dokumen
pelaksanaan kegialan

Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub

kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengadaan barang/jasa.

Sekretariat
Membantu pelaksanaan sub kegiatan haik secara teknis maupun administrasi dalam

rangkn kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

|

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPPLS.

Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

4. Menolak perintah bayar dari PA vang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan

Japoran pertanggungjawaban secara [ungsional kepada BUD secara periodik.




7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Dacrah.

9. Memeriksa kas secara periodik.

10). Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
bank.

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal.

12 Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibal
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pemhbiayaan pada SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD.

Solok, lanuari 2026
QPEHGGUHA ANGGARAN /\
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199503 2001




PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

i Lutxuk Sikarah No. 89 Tels. [0755) 325941 —lax. [0755) 22447 EmaitbkaSsalokkolin g i
SOLOK

PETUNJUK OPERASIONAL
Kota : Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Nama Sub Kegiatan  : 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubaban KUA dan Perubahan
PPAS
Anggaran : 1. Rp8.500.100,00 (delapan juta lima ratus ribu seratus rupiah)
2. RpB.500.100,00 (delapan juta lima ratus ribu seratus rupiah)
Tahun Anggaran v 2026

1. PETUNJUK UMUM
Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,
peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :
L. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaon Barang dan Jasa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang

A

Pengulkuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Kevangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

9. Peraturan Daerah Kota Salok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah




1L Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Wallketa Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

I5. Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Dacrah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Kewangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026,

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

l """""""""" *  BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

!

KASUBBAG /KASUBBID /JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

-

PELAKSANA
SEKRETARIAT




h. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berilout -
- Perangkat Administrasi
- Perangkat Admuinistrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing
kegiatan menurut jenis pengeluaran.
c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN

- Persiapan Rencana Kerja.

Pendayagunaan staf kegiatan,

Jadwal pelaksanaan kegiatan,

1]

Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan,
- Kelancaran pembayaran tanpa pemhorosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
[sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menvangkut masalah,
hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kepiatan.

€. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah  DPA  diterima  segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelengearakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan vang berfaku

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAR
Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban melakukan Pengawasan dan  Pengendalian
atas kegiatun sebagal berikut:

* Pengawasan secara berkala
s Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1. Waktu Pelaksanaan  : 1. Mei s.d Desember (time schedule terlampir)
untuk sub kegiatan Keordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS
2. Juni 5.d Desember (time schedule terfampir) untuk
sub kegistan Koordinasi dan Penyusunan Perubahian
KUA dan Perubahan PPAS
2. Tujuan Program : Terwujudnya sistim pengelolaan Keuangan Daerali
yang baik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.



3.  Target s 100%
4.  Organisasi :  BKD

A. Pengguna Anggaran/PPK

Nama : NOVIRNA HENDAYANISEM.Si Akt
Pangkat/Gol  : Pembina Utama Muda (1V/c)
Jabatan : Kepala Badan Kenangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : THSIANA WULANDARI, 5.505,ME
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

C. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama : RESTU ARDIATLSE. MM
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a)
labatan :  Perencana Ahli Muda

D. Pelaksana Sub Kegiatan

Nama :  Erlivia, §.50s

Pangkat/Gol  : Penata Tk 1 (I11/d)

Jabatan . Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah Ahli Muda

E. Bendahara Pengeluaran

Nama : GITA FIRTASNANDO, A Md.Ak
Pangkat/Gol  : Pengatur (Il/c)
Jabatan . Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB
a. Pengguna Anggaran/PPK

1. Menyusun RKA-SKPD.

2. Menyusun DPA-SKPD.

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban aoggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

A L

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.



0.
11.
12.
13.

14,
15,
16.
17.
18.

19.

20.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun anggaran kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lapin-lain pendapatan asli daerah.

Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial,

Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan

peraturan  perundang-undangan. dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan meliputi ;

.

menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢. melaporksn perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada

Pengguna Anggaran.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan

vang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

¢ menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.




C.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Pejabat penatausahaan keuangan (ppk-skpd)

1s

Melakukan verifikasi spp-up, spp-gu, spp-tu, dan spp-ls beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh hendahara pengeluaran;

. Menylapkan spm;

Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran;
Melaksanakan fungsi akuntansi pada skpd;

5. Menyusun laporan keuangan skpd;

6‘

Melakukan verifikasl spp-up, spp-gu, spp-tu, dan spp-s beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara lainnya.

. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan spp-up,

spp-gu, spp-tu dan spp-Is beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan

spm

Pelaksana Sub Kegiatan

1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan /sub kegiatan meliputi :

a. membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyispkan dokumen dalam rangka pelaksansan angparan atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan,

c¢. membanty menyimpan dan  menjaga kevtuhan seluruh  dokumen

pelaksanaan kegiatan.
Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa.




e. Sekretariat
memhantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

f. Bendahara

1.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS.

2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

8.
9.

Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
Memunpgut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Melakukan rekunsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah,
Memeriksa kas secara periodik

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari

bank.

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian helanja atas koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan eksternal.

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan

fungsi BUD,

Solak, Januari 2026
LPENGGUNA AHGGARAHF

L:’
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PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jin Lubuk Sikarah Mo BY Telp. (0755) 325941 — fa [0755] 22447 Bmailnwalapiorknto goid

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota : Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan : Kourdinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Nama Sub Kegiatan  : 1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;

2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;

3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD;

Anggaran : L. Rp2.467.000,00 [dua juta empat ratus enam pulub tujuh ribu

rupiah);

2. Rp9.314.000,00 (sembilan juta tiga ratus empat belas ribu
rupiah):

3. Rp993.475.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta
empat ratus tajuh puluh lima ribu rupiah);

4. Rp15.499.000,00 (lima belas juta empat ratus sembilan puluh
sembilan ribu rupiah)

Tahun Anggaran : 2026

1. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,

peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintah Daerah;



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

10, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

11.

12

13.

14,

16

17.

Daerah

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Keputusan Walikota Solok Nomor : 1003.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengelvaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Salok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota

Solok Tahun Anggaran 2026.



2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK]

l -------------------------- *{ BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PE.JABAT PELAKSANA TEKNIS

KEGIATAN (PPTK)

!

KASUBBAG/KASUBBID [ JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

.

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
- Perangkat Administrasi.
- Perangkat Administrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian bhiaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing
kegiatan menurut jenis pengeluaran.

¢. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.
- Pendayagunaan staf kegiatan,
- Jadwal pelaksanaan kegiatan,
- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan.

- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,

hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pélaksanaan kegiatan.




e, ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALJAN DAN PENANGGUNG JAWAB

Selaku Pengguna Anggaran atau PPK herkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:

e Pengawasan secara berkala
e Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g. PETUNJUR-PETUNJUK LAIN

1, Wakw Pelaksanaan :  Bulan Januari s.d Desember 2026 (time schedule
terlampir)
2., Tujuan Program : Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah

yang baik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
3. Target : 100%
4. Organisasi : BKD
A, Pengguna Anggaran/PPK
Nama :  NOVIRNA HENDAYANI.SE,M.Si,Akt
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : IHSIANA WULANDARI, S.Sos, ME
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid Anggaran BKD

C. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama ¢ RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol @ Pembina (IV/a)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

D.  Pelaksana Sub Kegiatan

Nama . YENSY VANTASHIA, SE, ME
Pangkat/Gol : Penata Tk. 1 (lIl/d)
Jabatan

Kasubbid Penyusunan Anggaran BKD




E. Bendahara Pengeluaran

Namu ¢ GITA TIRTASNANDO, A.Md. Ak
Pangkat/Gol ¢ Pengatur (1lVe)
Jabatan :  Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWARB

Pengguna Anggaran/PPK

1. Menyusun RKA-SKPD.

2. Menyusun DPA-SKPD.

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pemhayaran.

6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam hatas
anggaran yang telah ditetapkan.

B. Menandatangani SPM.

9, Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

14, Menyusun anggaran kas SKPD.

15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

16. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

18. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilskukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

19. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD sefaku BUD.

20. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan.
21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk

pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan meliputi :
a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
h. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
4. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b. Menyviapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TUJ, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran;

4, Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. Menyusun laporan keuangan SKPD;

6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.

7. Meiakﬁk.an verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penylapan SPM




Pelaksana Sub Kegiatan

1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

4.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

. Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a.  Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan,

c. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub

kegiatan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengadaan barang/jasa.

Sekretariat

Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam

rungka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS.

2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

6 Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungiawaban secara fungsional kepada BUD secara periedik.

7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.

9. Memeriksa kas secara periodik.

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen Asik dari

bank.




11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal.

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13, Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD.

Solok, Januari 2026
{PENGGUNA ANGG&MNfl

1. NIP.19661116J199503 2 001




PEMERINTAIl KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

il Lok Stkarah Ko 69 Tely, (0755) 325941 - Fax, (0755) 22447 Erralt il @sslubeuits xi 1)
SOLOK

I.

PETUNJUK OPERASIONAL

Kota . Solok

SKPD :  Badan Keuangan Daarah

Mama Keglatan :  Keordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Dacrah

Nama Sub Kegiatan  :  Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serla Kebijakan Bidang
Anggaran

Anggaran « Rp12.000.000.00 (tige helas juta rupioh)

Tahun Anggaran ;2026

PETUNJURK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang- undangan,
peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1.
2

10.

1L

12

13

14‘

Poraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, T'ata Cara Penyusunan,
Pengenddlian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan |asa;
Peraturan Menteri Dalam Negerd No. 19 Tabun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Rarang Milik Daerah;

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 149 Tabun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Kevangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 70 Tahun 2019 tentang Sistem Inlormasi
Pemerintahan Daeraly,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tehun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelnlzan Keuangan Daerah;

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraluran Davrah Kowa Solok Nomor 2 Tahun 2023 watang Pengeiolaan Reuangan
Daerah;

Peratursn Daerah Kota Solok Namor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daeraly;

Peraturan Dacrah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Peadapatan dan Belanja Daerah Kola Solok Tahun Anggaran 2020,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Pebunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Penggund



15.

16.

17.

Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendabara FPenervimaan, Bendahare Peogeluaran dan  Bendalara Pengeluacan
Pembanty Pada Satunan Kerja Perangkat Daersh dilingkungon Pemerintzh Daerah
Tahun Angearan A026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Selok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Selvk Tahun 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomer : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejahat Penatausahaan Kenangan Radan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA)
PEJABAT PEMBUAT KOMI'TMEN (PPK )

l -------------------- = BENDAHARA

SEKRETARISKEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

l

KASUBBAG/RASUBBIL/ FUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

-
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALARKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

-

-

Perangkat Administrasi
Perangkat Administrasi Keuangan

Membuat perkiraan dan perincian bfaya sesuai dengan alokasi dana  masing-masing
kegiatan menurut jenis pengeiuaran

c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN

Persiapan Rencana Kerja
Pendayagunaan staf kegiatan
Jadwal pelaksanaan kegiatan



- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja
Penghematan penggunaan bahan

Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan

. ASPEK PEHSIAFAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN PPTK/PPK beseria stal

diwajibkan membuat penjaharan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rencana
pelaksanaan aperasianal kepiatan, diwajibkan memhuat laporan periodik sesual dengan
ketentuan vang berlaku mengenai pencapaian tujuan /sasaran masing-masing kegiatan,
laporan khusus yang menyangkut masalah, hambatan yang dihadapi dalam rangka
persiapan maupun pelaksanaan kegiatan,

. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan menyelenggarakan
kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB

Selaku Pengguna  Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan
dan Pengendalian atas kegiatan sebagal berikui:

e  Pengawasan secara berkala

o Penjabaran langsung terhadap kegiatan,

PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

L Waktu Pelaksanaan - Januan s.d Desember (time schedule terlampir)

2. Tujuan Program :  Terwujudnya Sistim Pengelola Keuangan Daerah
yang baitk sesual dengan peraturan perundang:
undangan.

3 Target § 100%

4. Organisasi : BKD

A. Pengguna Anggaran/PPK
Nama :  NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.5i, Akt
Pangkat/Gol : Pembina Ultama Muda (IV/c)
Jabatan . Kepala Badan Keuangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : THSIANA WULANDARI, 5.50s, ME
Pangkat/Goi : Pembina (IV/a)
[abatan + Kepala Bidang Anggaran

C. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Nama . RESTU ARDIATI, Sk, MM
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

[ahatan - Perencana Ahli Muda



D. Pelaksana Suh Kegiatan

Nama : DEWIDARMAYANTIS, 5E, Ak

Pangkat/Gol :  Penata Tk (1ii/d}

Jahatan :  Kasubid Pengendalian dan Evaluasi
Anggaran

k. Sekretariat Pelaksana Sub Kegiatan

Nama :  NETRA AZMI, AMd
Panghat/Gol
Jabatan :  Fungsional Umum BKD

F. Bendahara Pengeluaran
Nama . GITAFIRTASNANDO, A Md.Ak
Pangkat/Gol : Pengatur (11/c)
labatan :  Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB

Pengguna Anggaran/PPK

L Menyusun REA-SKPD.

2. Menyusun DPA-SKPD,

3. Melakukan tindakan yvang mengakibatkan pengeluaran atas behan  anggaran

=T

© @

10.

111
12.

i3

14

15.
16.

i7.

18.

19.

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian alas wgiban dan memerintbian pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjaniian kerjasama dengan pihak bain dalam hatas anggaran
yang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan plutang daerah yang menjadi tanggungiawab SKPD yang
dipimpinnya.

Menvusun dan menyvampatkan laporan kevangan SKPD vang dipimpinnya.
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

Menetapkan PFIK dan PFK-SKPD.

Menetapkan pejabat lalonya dslam SKPD yang dipimpinnya dajans rangka
pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun angparan kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menyusun dokumen Naskah Perjanjlan Hibah Daerah (NPHD).

Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Soslal.

Menyusun dokumen permintzan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan  dan  pengeluaran daerab sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut,

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada
PPKD selaku BUD,



20. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Z1. PA Dertindak sebagai pejabat pembuat kemionen sesual dengan ketentuan

peratyran pernndang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan
harang dan jasa

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

2

Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub

Regiaan meliputi :

3. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

h. Memaonitoring dan evaiuasi pelaksanasn kegiatan /sub kegiatan:

¢, Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.

Menyiaplan  dokumen  dajam  rangks  pelaksangan  anggaran  atas  beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a.  Menyiankan japoran kineria pelaksanaan kegiatanfsub kegiatan;

b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang—undangan;

¢  Menyimpan dan menjaga keutuhin seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan

barang/jasa.

¢. Pejabal Penatausahaan Keuaugan (PPK-5KPD]

L

Melalukan verifikasi SPP-UP, SPP-Gi, SPP-TI, dan SPP-LS heserta byl
kelengkapannya vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran,;

Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

Menyusun laporan keuangan SKPH:

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukt
kelengkapannya vang diajukan oleh Bendahara lainnya;

Melakukan verilikasi sural permniaun pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;

Menerhitkan surat pernvataan verifikasi kelengkapan dan keahsahan SPP-IF, SEP-
GU, SPP-TU dan SPP-LS heserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan
SPM;

d. Pelaksana Sub Kegiatan

1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tekuis
kegiatan/sub kegiatan meliputi:
a.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Membantu memonitering dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢ Membanty menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegatan/sub
keplalan kepada Pengguna Anggalaii,

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban




W

pengeluaran pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan meliputi :

4.  Membantu menyiapkan laporan Kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

. Membantu menyiapkan dokwinen adminlstrasi pembayaran sesual dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuanperundang- undangan,

r. Memhantu menvimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokomen pelaksanaan
kegiutan.

Membantu menyiapkan dokumen pengadaan harang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur
mengenal pengadaan barang/jasa

e, Sekretariat
Membantit pelaksanaan sub kegtatan baik secara teknis maupun administrasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaan Regiatan.

1.

P-‘

10.

11.

12,

11

Eendahara

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GLI, SPP TU, dan
SPPLS;

Menerima dan menyumpan UP, GU, dan TU;

Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

Menalak perintah hayar dari PA yans tidak sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratil kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
Memungut dan menvetarkan pajak sesuai  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Hank yang ditetapkan Kepala Daerah;
Memeriksa kas secara periodik;

Menerima dokumen bukti transabisi secara elektronik atau dokumen fisik dari
hank;

Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;

Menyiapkan dokumen sursl lands selorun alas peagembalian belanja akibal

koreksiatau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

Melaksanakan sngearan pengeluaran pembiayvaan pada SKPD vang melaksanakan

fungsi BUD.

Solok, Januari 2026
L PENGGUNA AN GGHRAN}

L't

¢ NIP. 19661116 199503 2 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Iin Lubuk Sikorah No. 89 Telp. (0755] 32594) - fox. (0755) 22447 EmallblSesgiokia oo i

SOLOK

PETUNJUK OPERASIONAL
Kota : Solok
SKPD . Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan . Koordinasi dan Pengelotaan Perbendaharaan Daerah
Nama Sub Kegiatan  : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Anggaran . Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)
Tahun Anggaran ; 2026

1. PETUNJUK UMUM
Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,
peraluran serta keputusan yang berlaku antara lain :

1.
2.

6.

10.

11

12.

13,

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeraly;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelalaan Keuangan
Daerah

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Peraturan Daerah Kota Selok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Selok Tahun Anggaran 2026;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan




15.

16.

17.

Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Waliketa Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Angparan 2026:

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.

2. PETUNJUK KHUSUS

ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK|

la] BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

:

KASUBBAG /KASUBBID /JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-

SKPD

v

PELAKSANA
SEKRETARIAT

ASPEK KETATALAKSANAAN

PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- Perangkat Administrasi.

- Perangkat Administrasi Keuangan.

- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing
kegiatan menurut jenis pengeluaran.

ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN

- Persiapan Rencana Kerja

Pendayagunaan staf kegiatan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan.

- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.

- Penghematan penggunaan bahan.

- Kelancaran pembayaran tanpa pembaorosan.



d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam hentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus vang menyangkut masalah,
hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

¢. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaltn Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:
e Pengawasan secara berkala
o Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1.  Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s.d Desember 2026 (time schedule
terlampir)

2. Tujuan Program . Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah
yang baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

3. Target . 100%

4,  Organisasi : BKD

A.  Pengguna Anggaran/PPK

Nama : NOVIRNA HENDAYANISEM.Si.Akt
Pangkat/Gol  : PembinaUtama Muda (IV/c)
|abatan . Kepala Badan Keuangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK]

Nama . NENI ADIAR.S.508
Pangkat/Gol  : Pembina IV/a
Jabatan . Kepala Bidang Perbendaharaan

C. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKFPD)

Nama « RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol  : Pembina (1V/a)
Jahatan . Perencana Ahli Muda

D, Pelaksana Sub Kegiatan
Nama . Dra. FEBRIYATMITA
Pangkat/Gol : PenataTkl n/d -
Jabatan . Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan




E. Bendahara Pengeluaran

Nama :  GITA FIRTASNANDO, A.Md.Ak
Pangkat/Gol  : Pengatur (l1/c)
fabatan :  Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB

a. Pengguna Anggaran/PPK

1. Menyusun RKA-SKPD.

2. Menyusun DPA-SKPD.

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan,

4,  Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

8. Menandatangani SPM.

9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya,

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

14. Menyusun anggaran kas SKPD.

15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

16. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),

17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

18. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

19. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

20. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub

kegiatan meliputi :

a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada

Pengguna Anggaran.



c.

Z

Menylapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan,

b.  Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

¢. Menyimpan dan menjaga keutuban seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1.

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

3.

4.
5.

Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran;

Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

Menyusun laporan keuangan SKPD;

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.

. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah dari bendahara penerimaan,

Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagal dasar
penyiapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan

1

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b.  Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

c. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b, Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan,

¢. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan kegiatan.

Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
‘mengenai pengadaan barang/jasa,



Sekretariat
Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

L

8,
9.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPPLS.

Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Meneliti kelengkapan dekumen pembayaran,

Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.
Memeriksa kas secara periodik

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari

bank.

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan eksternal.

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan

fungsi BUD.

Solok, lanuari 2026
LPENGGUNA anucamn{.

o«
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PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jin Lotk Sikarah No. 89 Teln. [0755) 325941 = fox. (0755) 22447 Emaibipfsoiokkata.ge.id

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota Solok
SKPD :  Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan  ; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Nama Sub : 1. Koordinasl, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
Kegiatan dan Evaluasi Pengelalaan Dana Perimbangan dan Dana Transler
Lainnya.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK).
Anggaran : 1. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

2. Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Tahun Anggaran : 2026

1. PETUNJUK UMUM
Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,
peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1.
2.

10.

11,

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 19  Tahun 2020  tentang
PengukuranindeksPengelolaanKeuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
InformasiPemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerab;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026



14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN(PA) /PEJABAT

PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

l* BENDAHARA
E /K
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEG IATAN
(PPTKY

l

y[JBBA NGSION
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-

SKPD

!

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menylapkan hal-hal sebagai berikut :
- Perangkat Administrasi.
- Perangkat Administrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing
kegiatan menurut jenis pengeluaran.

c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.
- Pendayagunaan staf kegiatan.
- Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.




- Penghematan penggunaan bahan.
- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,
hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA  diterima segera melakukan penelaahan atas  isi  DPA,
danmenyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani ketentuan vang herlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan
Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:
» Pengawasan secara berkala
» Penjabaran langsung terhadap kegiatan,

g PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1.  Waktu : 1. Januari s.d Desember (time schedule terlampir) untuk sub
Pelaksanaan kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

2. Januari s.d Desember{time schedule terlampir) untuk sub
kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemaotongan dan

Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

2. Tujuan : Maksud dan tujuan kegiatan inl dilaksanakan adalah
Program tercapainya persentase kesesuaian pengelolaan keuangan
daerah dengan aturan yang berlaku.
3.  Target . 95%
Organisasi : BKD

A.  Pengguna Anggaran/PPK

Nama : NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.5i, Akt
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan ¢ Kepala Badan Keuangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : Hj. NENI ADIAR, 5.S0s
Pangkat/Gel : Pembina (IV/ a)
Jabatan :  Kabid Perbendaharaan

C. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Nama :  RESTU ARDIATI, SE. MM



Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan :  Perencana Ahli Muda

D. Pelaksana Sub Kegiatan

Nama : MARLINA DESFITA, SE, M.Si
Pangkat/Gol : Penata Tk (111/d)
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

E. Bendahara Pengeluaran

Nama :  GITA FIRTASNANDO, A.Md.Ak
Pangkat/Gol : Pengatur (11/¢)
Jahatan : Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB

Pengguna Anggaran/PPK

1. Menyusun RKA-SKPD.

2. Menyusun DPA-SKPD.

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

8. menandatangani SPM.

9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

11. Mengawasi pelaksanaian anggaran SKPD yang dipimpinnya.

12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan kevangan daerah.

14. Menyusun anggaran kas SKPD.

15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

16. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

18. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

19. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

20. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan fkatan untuk
pengadaan barang dan jasa.




b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/suh
kegiatan meliputi :
a.  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b.  Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kkegiatan/sub kegiatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

¢. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan eleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasl laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran;

4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. Menyusun laporan keuangan SKPD;

6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.

7. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM

d. PelaksanaSub Kegiatan
1. Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a. Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
t. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
behan pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatanmeliputi :
a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢.  Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.




3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa.

Sekretariat
Membantu pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaankegiatan.

Bendahara
1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS.
2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.
Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.
4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank vang ditetapkan Kepala Daerah.
9. Memeriksa kas secara periodik.
10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
bank.
11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal.
12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal,
13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD,

bem
*

Solok, Januari 2026
| PENGGUNA ANGGARAN }.
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PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jin Lubik Slkorah Mo, 82 Telp, [0755) 32594 - fax. (0755) 22447 Emailpkriaioiokentaan i

SOLOK

PETUNJUK OPERASIONAL
Kota : Solok
SKPD ¢ Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan . Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Nama Sub Kegiatan ~ : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Anggaran : Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
Tahun Anggaran : 2026

1. PETUNJUK UMUM
Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,
peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1.
2,

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12, Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026

13, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

14.

Kota Solok Tahun Anggaran 2026
Keputusan Walikota Solok Nomer : 100.3.33-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Daerali kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;




15. Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Svlok Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN(PA) /PEJARAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

| ST *|  BENDAHARA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTKI

PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
- Perangkat Administrasi.
= Perangkat Administrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing
kegiatan menurut jenis pengeluaran.

c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.
- Pendayagunaan staf kegiatan.
- Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan.
- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan,




(. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN PPTK/PPK beserta
staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan dalam bentuk
rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat laporan periodik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan /sasaran masing-
masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah, hambatan vang dihadapi
dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna  Anggaran atau  PPK  berkewajiban  melakukan
Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:
e Pengawasan secara berkala
* Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1.  Waktu Pelaksanaan : 1. Januari sd Desember (time schedule
terlampir] untuk sub  kegiatan
Pembinaan Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten / Kota
2. Tujuan Program :  Maksud dan tujuan kegiatan ini
dilaksanakan adalah terwujudnya sistim
pengelola keuangan daerah yang baik,
taat azas dan sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Target s 100%
4, Organisasi . BKD
A Pengguna Anggaran/PPK
Nama ¢ NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (1V/c)
Jabatan :  Kepala Badan Keuangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : Hj.NENI ADIAR, S.Sas
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/ a)
Jabatan - Kabid Perbendaharaan

O Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Nama :  RESTU ARDIATI, SE. MM
Pangkat/Gol : Pembina (1V/a)

Jabatan : Perencana Ahli Muda




D,

Pelaksana Sub Kegiatan
Nama : NETTL SE
Pangkat/Gol  : Penata Tk I (I11/d)
Jabatan :  Kasubhid Pengendalian, Pembinaan dan

Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Bendahara Pengeluaran

Nama . GITA FIRTASNANDO, AMd.Ak
Pangkat/Gol  : Pengatur (1/c)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB

Pengguna Anggaran/PPK

1.
2.
3

N onae

£

10.
1L
12.
13,

14.

15,

16.

17,
].Br

19.

20,

21.

menyusun RKA-SKPD.

menyusun DPA-SKPD.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang
dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPID yang dipimpinnya.

menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun anggaran kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD].

Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

Menvusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa.



b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
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Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub

kegiatan meliputi :

a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b, Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.

. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenal

pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
1.

melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

. menyiapkan SPM;
. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran;

. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
. menyusun laporan keuangan SKPD;

melakukanverifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beser tabukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.

Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagal dasar
penyiapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan
N

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

h. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢ Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesual dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuanperundang-undangan.

c. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan kegiatan.



3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa.

¢, Sekretariat
Membantu pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

f. Bendahara
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,

dan SPP LS.

menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

B. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah,

9. memeriksa kas secara periodik

10. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
hank.

11. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal.

12. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD.

Ll

Solok, [Januari 2026
- PENGGUNA ANGGARAN‘
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PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

lin Lubwk Sikorah Na, 89 Telp. (O0755) 325941 - fox (0755) 22447 Frailhdmsciohicoto.oo)d

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota : Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan  Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Kewangan Daerah
Nama Sub Kegiatan : 1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah;
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Méendesak
Anggaran ¢ 1. Rp4.319.415.323,00 (empat miliar tiga ratus sembilan belas
juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh tiga
rupiah)
2. Rpl.000.000.000,00 {satu miliar rupiah)
Tahun Anggaran v 2026 ;

1. PETUNJUK UMUM
Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,
peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1.
2.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kevangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan  Mentert  Dalam  Negerit Nomor 19 Tahun 2020  tentang
PengukuranIndeksPengelolaanKeuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
InformasiPemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 47  Tahun 2021 tentang Tata Cara
PelaksanaanPembukuan, Inventarisasi, danPelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota SolokNomor 2 Tahun 2023 tentangPengelolaanKeuangan
Daerah

Peraturan Daerah Kota SolokNomorl Tahun 2024 tentangPajak Daerab danRetribusi
Daerah

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;
Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;




13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapdtan dan Belanja Daerah
Kota Solbk Tahun Anggaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Kewangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuvangan Badan Kewangan Daerah Kota
Solek Tahun Anggaran 2026.

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN(PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN {PPK)

e “* BENDAHARA
SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)
¥
KASUBBAG/KASUBBID/ | FUNGSIONAL
PELAKSANA SUR KEGIATAN DAN PPK-
SKPD
v
PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berilut :
- Perangkat Administrasi.
Perangkat Administrasi Keuangan,
Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing
kegiatan menurut jenis pengeluaran.




c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.
- Pendayagunaan staf kegiatan.
- Jadwal pelaksanaan kegiatan,
Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
= Penghematan penggunaan bahan.
Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

(. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksansan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesual dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,
hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan,

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:
* Pengawasan secara berkala
e Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1. Waktu Pelaksanaan  :©  Januari sd Desember (time schedule terlampir)
untuk ke 2 (dua) sub kegiatan

2. Tujuan Program . Meningkatnya koordinasi dalam pengelolaan dan
penatausahaan kas daerah,

3. Target ;o 100%

4.  Organisasi : BKD

A. Pengguna Anggaran/PPK

Nama : NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
Pangkat/Gol  : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan :  Kepala Badan Keuangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : Hj NEN1 ADIAR, §.50s
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a)
Jabatan . Kabid Perbendaharaan

C. Pejabat Penatausahaan Kevangan (PPK-SKPD)
Nama : RESTU ARDIATI, SE. MM
Pangkat/Gol : Pembina (1V/a)
fabatan : Perencana Ahli Muda




n.

Pelaksana Sub Kegiatan

Nama : Drda. FEBRIYATMITA
Pangkat/Gol : Penata Tk (H11/d)
Jabatan : Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan

Bendahara Pengeluaran

Nama ¢ GITAFIRTASNANDO, AMd.Ak
Pangkat/Gol  : Pengatur (Il/c)
Jabatan :  Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB
Pengguna Anggaran/PPK

1
2.

o

10.

Menyusun RKA-SKPD,

Menyusun DPA-SKPD.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagiban dan memerintahkan pembayaran,
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM,

Mengelola utang dan pintang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang
dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vang dipimpinnya.

12,
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun anggaran kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang:
undangan.

PA bertindak sebagai pejabat pembual komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa.




b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan meliputi :
a.  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
h. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢ Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a.  Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b,  Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢.  Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran;

4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. Menyusun laporan keuangan SKPD;

6. Melakukanverifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beser tahukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.

7. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-1S beserta bukii Kkelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM

d. Pelaksana Sub Kegiatan
1. Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a. Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b, Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢. Membantu menyiapkan' laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a.  Membantu menviapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuanperundang-undangan.
¢. Membantu menyimpan dan menjaga keutuban selurub  dokumen
pelaksanaan kegiatan.




3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa.

Sekretariat
Membantu pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan,

Bendahara

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,
dan SPP LS.

2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laparan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.

9. Memeriksa kas secara periodik.

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
bank.

11, Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal.

12, Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengeludran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD,

w

g

Salok, Januari 2026
PENGGUNA ANGGARAN

(-

 NIP.19661116 199503 2 001



= PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jin Lubuk Skaral No. BY Telp. [0755) 325941 = fox. [07538) 22447 Email:pxdiSsolorkons.goid

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota : Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerdah
Nama Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah
Nama Sub Kegiatan @ 1. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
Peneyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran 1. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
2. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
4. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Tahun Anggaran ;2026

1. PETUNJUK UMUM
Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedemani ketentvan perundang-undangan,
peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks

Pengelolaan Kevangan Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerakh;

9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

10, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Walikota Solok Nemor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan
Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.



2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALABKD |
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

l-«- BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PFTK)

!

KASUBBAG/KASUBBID /JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKFD

.

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
- Perangkat Administrasi.
- Perangkat Administrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing

kegiatan menurut jenis pengeluaran,

¢. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN

Persiapan Rencana Kerja.

Pendayagunaan stal kegiatan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan.

Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja,
- Penghematan penggunaan bahan.

- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesual dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,

hambatan vang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.



e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelashan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan vang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAR
Selaku Pengguna Anggaran atan PPK berkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berikul:

* Pengawasan secara berkala
* Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1.  Waktu : 1. Januan s.d Desember (time skedul terlampir) untuk

Pelaksanaan sub kegiatan : Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut
Terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. Januari s.d Desember (time skedul terlampir) untuk
sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Panduan
Teknis Operasional Peneyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
3. Januari sd Desember (time skedul terlampir) untuk
sub kegiatan : Penyusunan Sistem dan Prosedur
Akuntansi dan Pelaporan Keuvangan Pemerintah
Daerah
4. Januari s.d Desember (time skedul terlampir) untuk
sub kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Tujuan Program  : Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang
baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.  Target : 100%
4. Organisasi . BKD

A. Pengguna Anggaran/PPK
Nama : NOVIRNA HENDAYANLSE,M.Si,Akt
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda [IV/c)

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah




Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama :  RIKA VERA WATI, SE, M.Si, Akt

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama :  RESTU ARDIATI, SE, MM

Pangkat/Gol : Pembina (1V/a)

Jabatan :  Perencana Ahli Muda
Pelaksana Sub Kegiatan

Nama :  MAHALDI MARTHA.S, SE, Ak

Pangkat/Gol  : Penata Tkl (111/d)

[abatan :  Kasubbid Pembinaan dan Pengendalian

Akuntansi

Bendahara Pengeluaran

Nama + GITA FIRTASNANDO, AMd.Ak
Pangkat/Gol  :  Pengatur (11/¢)
|abatan :  Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB

Pengguna Anggaran/PPK

1.
Z

= B LRI S

=

10.

11.
12
13.

Menyusun RKA-SKPD.

Menyusun DPA-SKPD,

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran vang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya,

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah.



14, Menyusun anggaran kas SKPD,

15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

16. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

18. Menyusun dekumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja
atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah tersebut.

19. Menyusun  dan  menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

20. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan

ikatan untuk pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a. Menyusun jadwal pelalisanaan kegiatan/sub kegiatan;
b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
kepada Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan harang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  yang

mengatur mengenal pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;




Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran;
Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. Menyusun laporan keuangan SKPD;

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.
Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-

UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai
dasar penyiapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan

1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan

teknis kegiatan /sub kegiatan meliputi:

a. Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

¢. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan
kegidtan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan.

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-

undangan.
t. Membantu menvimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengadaan harang/jasa.

Sekretariat

Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi

dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.



Bendahara

1.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU. SPP
TU, dan SPP LS.

2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

i.r"l

9.

Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.
Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Meneliti kelengkapan dekumen pembayaran.

Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA
dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara
periodik.

Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Melakukan rekonsiliasi dengan plhak Bank yang ditetapkan Kepala
Daerah.

Memeriksa kas secara periodik

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik

dari bank.

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau

hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja

akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran peogeluaran pembiayaan pada SKPD yang

melaksanakan fungsi BUD.

Solok, lanuari 2026
PENGGUNA ANGGARAN h




PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jin Lutsuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 - fax.[0755] 2447 Emdiibiaaaokskeiaos.d

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota ¢ Solok
SKPD : Badan Keuangan Naerah
Nama Kegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Daerah
Nama Sub Kegiatan  : 1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajlban, Ekuitas,

Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Koordinasi  Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran
3. Konsolidasi Laporan Kenangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
teritang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Anggaran : 1. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
2. Rp6D0.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
3. Rp4.141.700,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu
tujuh ratus rupiah)
4, Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
Tahun Anggaran : 2026

1. PETUNJUK UMUM
Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,
peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :
. Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 rentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah;




Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 19 Tahun 2020  tentang
PengukuranlndeksPengelolaanKeuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
InformasiPemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 47  Tahun 2021 tentang Tata Cara
PelaksanaanPembukuan, Inventarisasi, danPelaporan Barang Milik Dacrah;

Peraturan Daerah Kota SolokNemor 2 Tahun 2023 tentangPengelolaanKeuangan

Daerah

| 10. Peraturan Daerah Kota SolokNomorl Tahun 2024tentangPajak Daerah danRetribusi

14,

15.

16.

17.

Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12, Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.33.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Radan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Dacrah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daeral Kota

Solok Tahun Anggaran 2026.



2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN(PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

l.-..-".----------——"——-—a{_BENDAHARA -

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK]

‘

KASUBBAG /KASUBBID /JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD
v

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
Perangkat Administrasi.
- Perangkat Administrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesual dengan alokasi dana masing-masing

kegiatan menurut jenis pengeluaran.

¢. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.
- Pendayagunaan staf kegiatan,
- Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan.

- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta stal diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,

hambatan vang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.



e, ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA  diterima segera melakukan penelaahan  atas  isi DPA.
danmenyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
SelakuPenggunaAnggaranatau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:

¢ Pengawasansecaraberkala
¢ Penjabaranlangsungterhadapkegiatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1. Waktu Pelaksanaan : 1. Januari s.d Desember (time schedule terlampir)
untuk sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Verilikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Januari s.d Desember [time schedule terlampir)
untuk sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3. Januari s.d Mei (time schedule erlampir) untuk
sub kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
4. Mei s.d Agustus (time schedule terlampirjuntuk
sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan  Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabarun  Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
2. Tujuan Program :  Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah
yang baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
3. Target : 100%
4. Orgunisasi :  BKD



A.

B.

C.

Pengguna Anggaran/PPK
Nama :  NOVIRNA HENDAYANILSE M.SLAKL
Pangkat/Gol : Pembinalitama Muda [IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Kevangan Daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : RIKA VERA WATI, SE,M.Si, Akt
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a)
Jabatan :  Kabid Akuntansi

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama : RESTU ARDIATISE, MM
Pangkat/Gol :  Pembina (1V/a)
Jabatan . PerencanaAhliMuda

D. Pelaksana Sub Kegiatan

Nama : LASNITA PADRA, SE
Pangkat/Gol  : Penata Tk (ll1/d)
Jabatan ]

Kasubbid Pelaporan BKD

D. Bendahara Pengeluaran

Nama :  GITA FIRTASNANDO, AMd.Ak
Pangkat/Gol @ Pengatur (I1/c)
Jabatan :  Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB
a. Pengguna Anggaran/PPK

L.
2.

NS mo

Menyusun RKA-SKPD.

Menyusun DPA-SKPD,

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawal SKPD

yang dipimpinnya.




10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

Menyiisun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD  yang
dipimpinnya.

Mengawasi pelaksanaan-anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah,

Menyusunanggaran kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli dacrah.

Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja
atas penerimaan dan pengeluaran daerab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Menyusun dan menyampailan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PA bertindak sebagal pejabat pembuat komitmen sesuval dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan, dalam hal mengadakan

ikatan untuk pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

L.

21

Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan /sub kegiatan meliputi :

a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Memonitoring da nevaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
kepada Pengguna Anggaran.

Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

¢ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

kegiatan,




3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub

kegiatan sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

i

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

dan Bendahara Pengeluaran;

. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
. Menyusun laporan keuangan SKPL:;
. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beser tabukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.

. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

Menerhitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-
UP, SPP-GUJ, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai
dasar penyiapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan

1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan

teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

¢. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan /sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran,

2. Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan,

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-
undangan.

¢. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan.




3. Membantu  menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Sekretariat
Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi

dalam rangka kelancaran pelaksanaankegiatan.

Bendahara

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,
dan SPP LS.

2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.

3. Melaksanakan pemhbayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.

9. Memeriksa kas secara periodik.

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
banlc

11, Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau
hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD.

Solok, |anuari 2026
PENGGUNA ANGGARAN (l

NIP.19661116 ¥99503 2 001
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PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jin Lubuk Sikaran No. B8 Telp, (0755) 325241 - fax. (0755). 22447 Emanl; bkostanlonbots oo,

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kata ¢ Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Nama Sub Kegiatan : Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Anggaran ¢ Rp7.500.000,00 (tujuh juta fima ratus ribu rupiah)

Tahun Anggaran ;2026

. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-
undangan, peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain:

‘18

2.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daeral;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
TeknisPengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik
Daerah:

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Daerah Kota Sclok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah:

Peraturan Daerah Kota Salok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Angparan 2026;




13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solak Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026,

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA)
[PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

l ____________________ | BENDAIARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

l

KASUBBAG/KASUBBID/ALFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-

SKPD
4

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
- Perangkat Administrasi
- Perangkat Administrasi Keuangan

Membuat perkiraan dan perincian biaya sesual dengan alokasi dana
masing-masing kegiatan menurut jenis pengeluaran




. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
Persiapan Rencana Kerja
Pendayagunaan staf kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan

- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja

Penghematan penggunaan bahan

Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan

. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN

PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal
pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rencana peldksanaan operasional
kegiatan, diwajibkan membuat laporan periodik sesuai dengan ketentuan
yvang berlaku mengenai pencapaian tujuan /sasaran masing-masing
kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah, hambatan yang
dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima sepera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB

Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan
dan Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:

« Pengawasan secara berkala

« Penjabaran langsung terhadap kegiatan,

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1. Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember (time schedulle
terlampir)

2.  Tujuan Program . Maksud dan  tujuan  kegiatan  ini
dilaksanakan adalah terwujudnya Sistem
Pengelola Keuangan Daerah yang baik, taat
azas dan sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang berlaku.

Target : 100%

4. Organisasi - Badan Keuangan Daerah

w

A. Pengguna Anggaran/PPK

Nama ¢ NOVIRNAHENDAYANI, SE, M.Si, Akt
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan :  Kepala Badan Keuangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nama ¢ RIKA VERA WATI, SE, Akt, M.Si
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan :  Kepala Bidang Akuntansi



C. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama - RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan :  Perencana Ahli Muda

D. Pelaksana Sub Kegiatan

Nama . SALMAN ALVARISI, S.Kom
Pangkat/Gol : Penata Tkl (I11/d)
Jabatan :  Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda
E. Bendahara Pengeluaran
Nama : GITA FIRTASNANDO, AMd.Ak
Pangkat/Gol :  Pengatur (11/c)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB
a. Pengguna Anggaran/PPK

1.
2.
3.

Noa o e

o

10.

11,

12

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20,

Menyusun RKA-SKPD.

Menyusun DPA-SKPD.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerabh.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas
anggaran yang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabSKPD
yang dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD  yang

dipimpinnya.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD,

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun anggaran kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.
Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja
atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD  yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan
ikatan untuk pengadaan barang dan jasa

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1

Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a.  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
kepada Pengguna Anggaran.

Menviapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang—
undangan;

¢. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan

Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub

kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

¢. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

L.

Melakukan verilikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikasi laporan  pertanggungjawaban  Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

Menyusun laporan keuangan SKPD;

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;

Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM;

d.Pelaksana Sub Kegiatan

1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan

teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi :

4. Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

¢. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
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a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan.

b, Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuanperundang-
undangan.

¢. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada

kegiatan/sub kegiatan sesuai  ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

e. Sekretariat

Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun

administrasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

£ Bendahara

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU,
SPP TU, dan SPP LS;

2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai denpgan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA
dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara
periodik;

7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala
Daerah;

9. Memeriksa kas secara periodik;

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen
fisik dari bank;

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau
hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja
akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

13. Melaksanakan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang

melaksanakan fungsi BUD.

Solok, Januari 2026
PENGGUNA Anccamnﬁ

l.:

NIP, 19661116 199503 2 001




PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

A0 Lubue Sikaraly Ne. 89 Telp, (0755) 325941 - o, (0755) 22447 EmnoilbhkoSiolthoto go

SOLOK

PETUNJUK OPERASIONAL
Kota . Solok
SKPD ¢ Badan Keuangan Daerdh
Nama Kegiatan ¢ Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Sub Kegiatan  : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Anggaran r Rp38.399.000 (Tiga pulub delapan juta tiga ratus sembilan puluh

sembilan ribu rupiah)

Tahun Anggaran : 2026

1. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kepiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,

peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1.
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kenangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;




12, Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Angparan (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagal Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3,3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembanty Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN(PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

l .................... -»| BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEG IATAN
(PPTK)

l

KASUBBAG/KASUBBID/ LFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

PELAKSANA
SEKRETARIAT




b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
- Perangkat Administrasi.
- Perangkat Administrasi Keuvangan,
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing

kegiatan menurut jenis pengeluaran.

c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN

- Persiapan Rencana Kerja.

Pendayagunaan staf kegiatan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan.

Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan,

- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan,

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,

hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah  DPA  diterima  segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK  berkewajiban melakukan
Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan sebagai herikut:

s Pengawasan secara herkala
» Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1.  Waktu - Januari s.d Desember {time schedule terlampir) untuk
Pelaksanaan suub kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. TujuanProgram  : Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah

Terlaksananya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan



Penunjang Pelayanan
3. Target 1 100%
4. Organisasi : BKD

A Pengguna Anggaran/PPK

Nama :  NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
Pangkat/Gol  : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Keuvangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama :  RIKA VERA WATI, SE,M.Si, Akt
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/ a)
Jabatan : Kabid Akuntansi

C. Pejabat Penatausahaan Kevangan [PPK-SKPD)
Nama : RESTU ARDIATI, SE. MM
Pangkat/Gal : Pembina (IV/a)
Jahatan i Perencana Ahli Muda

E. Pelaksana Sub Kegiatan

Nama :  RINA WISMAYARNI, SE
Pangkat/Gol  : Penata Tk1(11/d)
Jabatan :  Kepala UPTD Fasilitasi Pembiayaan

D. Bendahara Pengeluaran

Nama : GITA FIRTASNANDO, A.Md.Ak
Pangkat/Gol : Pengatur (11/c)
Jabatan ¢ Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB

Pengguna Anggaran/PPK

1. menyusun RKA-5KPD.

2. menyusun DPA-SKPD.

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
Metikukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.



7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

8. menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yvang menjadi tanggungjawab SKPD yang
dipimpinnya.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah,

14. Menyusun anggaran kas SKPD.

15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

16. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial,

18, Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penernimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut. '

19. Menyusun dan menyvampaikan laporan keuwangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

20). Melaksanakan tugas lainnya seswai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

21. PA hertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan, dalam  hal mengadakan  ikatan  untuk

pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan meliputi :
a,  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b. Memonitering dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
c. Melaporkan perkemhangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada

Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumien dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a, Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub keglatan.
b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan




yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barangf/jasa pada kegiatan/sub kegiatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengadaan burang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1.

melakukan verifikasi  SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

. menyiapkan SPM;
. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran;

. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. menyusun laporan keuangan SKPD;

. melakukanverifikasi  SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS heser tabukt

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.
Melakukan verifikasi surat pérmintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,

SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penviapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan

1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

c.  Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

heban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuanperundang-undangan.
¢. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan kegiatan.
Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur




mengenai pengadaan barang/jasa.
Sekretariat
Membantu pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam

rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara
L mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,
dan SPP LS.

2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.
9. memeriksa kas secara periodik.
10. menerima dokumen bukti transaksi sevara elektronik atau dokumen fisik dari
bank.
11. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal.
12. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
13. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD.

Solok, Januari 2026
PENGGUNA ANGGARAN

NIP.19661116 199503 2 001




LT

PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

M Lutsuk Skaran No. 89 Telp. [0755] 325941 — fax; (0755] 22447 Emaitbkaesaiokkotaga.d

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota ¢ Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Nama Sub Kegiatan  : 1. Penyusunan Standar larga;

2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang Milik Daerah;

3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;

4. Pengamanan Barang Milik Daerah;

5. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Anggaran : 1. Penyusunan Standar Harga, 2.875.100,00 (dua juta delapan
ratus tujuh pulub lima ribu seratus rupiah};

2. Penyusunan Standar Barang Milikk Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang Milik Daerah, Rp 150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah);

3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Rp
2,065,100 (dua juta enam puluh lima ribu seratus rupiah);

4. Pengamanan Barang Milik Daerah, Rp 698.668.719,00 (enam
ratus sembilan pulub delapan juta enam ratus enam puluh
delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

5. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah)

Tahun Anggaran L 2026

1. PETUNJUK UMUM
Dalam pelaksanaan kegistan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,
peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain ;

L
2.

%]

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasy;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah; |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Y. Peraturan Dacrah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolian Keuangan
Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Selok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daersh diLingkungan Pemerintali Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16, Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomaor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekrelariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

; .......................... BENDAHARA

SEKRETARIS/ KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

KASUBBAG /KASUBBID /JFUNGSIONAL

PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PFK-
SKPD

PELAKSANA
SEKRETARIAT




b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
Perangkat Administrasi.
- Perangkat Administrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing
kegiatan menurut jenis pengeluaran,

c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.
- Pendayagunaan staf kegiatan.
- Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan.
- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,
hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA. dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang herlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:
« Pengawasan secara berkala
¢ Penjabaran langsung terhadap kegiatan,

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

Waktu Pelaksanaan 1. Januari sampai dengan Oktober 2026 (time
schedule terlampir) untuk sub kegiatan
Penyusunan Standar Harga Tahun 2026

2. Bulan Januari sampai dengan Juni 2026 (time
schedule terlampir) untuk sub kegiatan
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Tahun 2026

3. Bulan Januari sampai dengan September 2026
(time schedule terlampir) untuk sub kegiatan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah Tahun 2026

4. Bulan Januari s/d Desember 2026 (time
schedule terlampir) untuk sub kegiatan



A

D.

E.

Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun
2026

5. Bulan januari s/d Desember 2026 (time
schedule terlampir) untuk sub kegiatan
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah Tahun 2026

Tujuan Program : Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah
yang baik sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

Target ¢ 1009

Organisasi :  BKD

Pengguna Anggaran/PPK

Nama : NOVIRNA HENDAYANLSE M.Si Akt

Pangkat/Gol  : Pembina Utama Muda (IV/¢)

jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a)
Jahatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Nama :  RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a)
Jabatan ¢ Perencana Ahli Muda

Pelaksana Sub Kegiatan
Nama :  RICHO RIMALDY, S.50s, M.1.Kom
Pangkat/Gol  : Penata Tki(1l1/d) -
labatan : Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli

Muda
Bendahara Pengeluaran

Nama : GITA FIRTASNANDO, AMd.Ak
Pangkat/Gol : Pengatur (11/c)
Jabatan . Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB
a. Pengguna Anggaran/PPK

1.
2.
3.

SR

&

Menyusun RKA-SKPD.

Menyusun DPA-SKPD.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yvang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.,




9. Mengelola utang dan piutang dacrah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD,

13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

14. Menyusun anggaran kas SKPD.

15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah,

16. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

18. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesaban Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

19. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

20. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan meliputi :
a.  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegtatan;
b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.
2, Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi ;
a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
¢. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD]

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS heserta hukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran;

4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;




. Menyusun laporan keuangan SKPD;
- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya,

. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan

1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

& Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

h. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢ Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi;

a. Membantu menyiapkan laporan Kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesual dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

¢. Membantu menyimpan dan menjaga kentuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan kegiatan.

Memhantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenal pengadaan barang/jasa.

Sekretariat
Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS.

2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU,

3. Melaksanakan pembavaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

6. Membuat laporan pertanggungjiawaban secara administratil kepada PA dan
faporan pertanggungjawaban secara fungsiondl kepada BUD secara periodik.

7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.

9. Memeriksa Kas secara periodik.

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari

bank.




11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal.

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiavaan pada SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD.

Solek, Januari 2026
PENGGUNA ANGGARAN ﬁ

-

NIP.19661116 199503 2 001
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PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Sin Lubuk Sikaroh Mo. BY Talp. (O755) 32554 - faw, (0755] 22447 Emalihkstemlobialo ool

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kot + Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan . Pengelolaan Barang Milik Daerah
Nama Sub Kegiatan  : 1. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
2. Penilaian Barang Milik Daerah
Anggaran : 1. Rp 165.270:900,00 (seratus enam puluh lime juta dua ratus
tujuh puluh ribu sembilan ratus rupial)
2. Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Tahun Anggaran ¢ 2026

1. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,

peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

L.
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daeral;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah




10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Selok Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagal Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.33-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026,

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

~ KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK]

& ------------------- -+ BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

KEGIATAN (PPTK)

!

KASUBBAG / KASUBB_T.D [JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

1

PELAKSANA
SEKRETARIAT




b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
- Perangkat Aﬂministmsi.
- Perangkal Administrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing

kegiatan menurut jenis pengeluaran.

¢. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.
- Pendayagunaan staf kegiatan,
- Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan.

- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,

hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan,

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelaaban atas isi DPA, dan

menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlalku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:

e Pengawasan secara berkala
o Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1.  Waktu Pelaksanaan . bulan Januari sd Desember 2026 (time
schedule terlampir} untuk sub kegiatan
Optimalisasi ~ Penggunaan,  Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan

Penghapusan Barang Millk Daerah




2. hulan Januari s.d Desember 2026 (time
schedule terlampir] untuk sub kegiatan
Penilaian Barang Milik Daerah
Tujuan Program :  Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah

vang baik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan,
Target ¢ 100%
Organisasi ¢ BKD
Pengguna Anggaran/PPK
Nama : NOVIRNA HENDAYANI,SE,M.Si Akt
Pangkat/Gol  : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama 1 SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama :  RESTU ARDIATI, SE, MM

Pangkat/Gol : Pembina (I1V/a)

Jabatan ¢ Perencana Ahli Muda
Pelaksana Sub Kegiatan

Nama :  NUR RAHMANELY, SE, M.Ak

Pangkat/Gol  : PenataTk1(I11/d)

Jabatan

Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan
BMD

Bendahara Pengeluaran

Nama : GITA FIRTASNANDO, AMd.Ak
Pangkat/Gol  : Pengatur (11/c)
Jabatan . Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB

Pengguna Anggaran/PPK

1.

Menyusun RKA-SKPD.

2. Menyusun DPA-SKPD.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas behan anggaran

belanja danfatau pengeluaran pembiayaan.




10.
11.
12
13.

14.
15.

1 ﬁl
17.

18.

19.

20.

21.

Melaksanukan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan plutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun anggaran kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

Menyusun dan menyampaikan laporan kewangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk

pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub

kegiatan meliputi :

a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.



2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

¢. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keunangan (PPK-SKPD)

1.

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

. Menyiapkan SPM;

. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran;

. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
. Menyusun laporan keuangan SKPD;

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara luinnya,

. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keahsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan

1.

2.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a.  Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Membantu menylapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan vang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

¢. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen



3.

pelaksanaan kegiatan.
Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa.

e, Sekretariat

Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam

rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan.

f. Bendahara

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS.

Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TiL.

Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran,

8.
9.

Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.
Memeriksa kas secara periodik.

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari

bank.

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan eksternal.

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal,

13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan

fungsi BUD.

Solok, Januari 2026
PENGGUNA ANGGARAN!\

k-

NIP.19661116 199503 2 001




PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jin Labuk Sikarih No. 98 Telp (0755) 325941 - fax |0765) 22447 Hmail: bk @splivbuiesssd

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota : Solok
SKPD ¢ Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan : Pengelalaan Barang Milfk Daerah
Nama Sub Kegiatan  : 1 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Penatausahaan Barang Milik Daerah

3. Inventarisasi Barang Milik Daerah

4. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah

5. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

6. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Anggaran : 1. Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)

2. Rp195.000,- (serutus Sembilan puluh lima ribu ruptah)

3. Rp24.999.900,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan
pulub semibilan ribu sembilan ratus rupiah)

4, Rp249.000,- (dua ratus empat pulul sembilan ribu rupial)

i

Rp4.941.500,- (empat juta sembilan ratus empat puluh satu
ribu lima ratus rupiah)
6. Rp45.699.900,- (empat puluh lima juta enam ratus sembilan

puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

Tahun Anggaran s 2026

1. PETUNJUK UMUM
Dalam pelaksanasan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,
peraturan serta keputusan yang berfaku antara lain
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah;



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran [ndeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Dacrah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12, Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

14.

15.

16.

17

Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah scbagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengelvaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Selok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daersh Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.



2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

l ---------------------- ----#  BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

'

KASUBBAG (KASUBBID/JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKPD

.

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
Perangkat Administrasi.
- Perangkat Administrasi Kenangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing

kegiatan menurtit jenis pengeluaran.

c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN

Persiapan Rencana Kerja.

Pendayagunaan staf kegiatan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan,
- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan.

- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenal pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,

hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.



e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sehagai berikut:

« Pengawasan secara berkala
« Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

1.  Waktu Pelaksanaan  : 1. bulan Januari s.d Desember 2026 (time
schedule terlampir) untuk sub kegiatan
Penyusunan Kebijakan Pengelolaaan Barang
Milik Daerah.

2. ‘bulan Januari s.d Desember 2026 (time
schedule terlampir) untuk sub kegiatan
Penatausahaan Barang Milik Daerah

3. bulan Januari s.d Desember 2026 (time
schedule terlampir) untuk sub kegiatan
Inventarisasi Barang Milik Daerah.

4. bulan Januari s.d Desember 2026 (time
schedule terlampir) untuk sub kegiatan
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah.

5. bulan Januari s.d Desember 2026 (time
schedule terlampir) untuk sub kegiatan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

6. ‘bulan Januari s.d Desember 2026 (time
schedule terlampir) untuk sub kegiatan
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupate/Kota.

2. Tujuan Program . Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah
yang baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

Target s 100%
Organisasi :  BKD




Pengguna Anggaran/PPK
Nama . NOVIRNA HENDAYANLSE.M.Si,Akt
Pangkat/Gol  : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan - Kepala Badan Keuangan Daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama - SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
Pangkat/Gol  : Pembina (IV/a]
Jabatan - Kepala Bidang Pengelolaan Aset

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama + RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol ~ : Pembina (IV/a)
Jabatan - Perencana Ahli Muda
Pelaksana Sub Kegiatan
Nama . RAMAYANI SYAFITRI Br. HUTAGALUNG, 5.50s
Pangkat/Gol ¢ Penala Tk (11/d)
|abatan

Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan BMD

Bendahara Pengeluaran

Nama :  GITA FIRTASNANDO, A.Md.Ak
Pangkat/Gol  : Pengatur (11/c]
labatan . Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB

Pengguna Anggaran/PPK

1.
72

o - o

=

Menyusun RKA-SKPD.

Menyusun DPA-SKPD.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagitian dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya.




10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD  yang

11.
12,
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

Z1,

dipimpinnya.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun anggaran kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibuh Daerah (NPHD).

Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

Menyusun dolkumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja
dtas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Menyusun dan  menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.

PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan

ikatan untuk pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1.

Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b.  Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub keglatan;

¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
kepada Pengguna Anggaran.

Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi

a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

¢, Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

kegiatan.




3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub

kegiatan sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

c. Pejabal Penatausahaan Kevangan (PPK-5KPD)

L

2.

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran;

Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

Menyusun laporan keuangan SKPD;

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-L5 beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya,

Melakukan verifikasi sural permintaan pembayaran atas pengembalian

kelebilan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

. ‘Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsaban SPP-

UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya scbagai
dasar penyiapan SPM

Pelaksana Sub Kegiatan
1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan

teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a. Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

c. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggardn

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan.

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-
undangan.

¢. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dekumen

pelaksanaan kegiatan.

3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada

kegiatan/sub, kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenal pengadaan barang/jasa.




e. Sekretariat
Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi

dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

. Bendahara

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, 5PP
TU, dan SPP LS.

2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU,

3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

4. Menolak perintah bayar dari PA yvang tidak sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA
dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara
periodik

7. Memungut dan menyetorkan pajak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala
Daerah.

9, Memeriksa kas secara periodik

10, Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik
dari bank.

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau
hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

12, Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja
akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengelvaran pembiayaan pada SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD.

Solok, Januari 2026
PENGGUNA ANGG!\H.AN(L.

NOVIE
NIP.19

661114/1995032 2 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

iy Ll Sikaieah No. 8% Telp (0755) 325941 - fax (0755) 22447 Hinal ik =0k ks il

SOLOK

Kota
SKPD

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

PETUNJUK OPERASIONAL

: Solok
: Badan Keuangan Daerah

Nama Sub : 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Kegiatan Pajak Daerah

2. Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

3. Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah

4. Pentataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Anggaran v 1. Rp20.724,000,00 (dua pubih juta tujuh ratus dua puluh empat

ribu rupiah)

2. Rp10.38L52000 (sepuiuh juta tiga ratus delapan pulih satu
ribu lima ratus dua pulul rupiah)

3. Rp30.300.300,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu tiga ratus
rupfah)

4. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Tahun Anggaran : 2026

1. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-
undangan, peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1.

2

Peraturan Pemerintzh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman TeknisPengelolaan Keuvangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik

Daerah;



10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah; |
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;
Peraturan Walikota Selok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran
2026;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang
Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran /Pengguna
Barang Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang
Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
diLingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34
Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33
Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan
Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

2. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA)
{PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN{PPK)

.................... »  BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

KASUBBAG/KASUBBID/LFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-
SKIPD
+
PELAKSANA
SEKRETARIAT




b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
Perangkat Administrasi
Perangkat Administrasi Keuangan
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana
masing-masing kegiatan menurut jenis pengeluaran
c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja
Pendayagunaan staf kegiatan
- Jadwal pelaksanaan kegiatan
- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja
- Penghematan penggunaan bahan

- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN PPTK/PPK
beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan
kegiatan dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan,
diwajibkan membuat laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku mengenai pencapaian tujuan /sasaran masing-masing kegiatan,
laporan khusus yang menyangkut masalah, hambatan yang dihadapi |
dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang
berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWARB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban melakukan
Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan sebagai berilut:
+ Pengawasan secara berkala
+ Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g. PETUNJUK-PETUN]JUK LAIN

1. Waktu ¢ 1. Bulan Januari s.d Desember (time schedule
Pelaksanaan terlampir) untuk sub kegiatan penyediaan
sarana dan prasarana pengelolaan Pajak

Daerah.

2. Bulan April s.d Desember (time schedule
terlampir} untuk sub kegiatan Penyuluhan dan
penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah.

3. Bulan Januwari sd Juli (tme schedule




2. Tujuan Program :

terlampir) untuk sub kegiatan Analisa dan
Pengembangan Pajak Daerah, serta
penyusunan kebijakan Pajak Daerah.

4. Bulan Januari s.d Desember (t/ime schedule

terlampir) untuk sub Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak Daerah.

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah
yang baik sesuai dengan Peraturan PerUndang-
Undangan,

3. Target 100%
4. Organisasi BKD
A. Pengguna Anggaran/PPK
Nama NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
Pangkat/Gol Pembina Utama Muda (1V /c)
Jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah
B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nama SURYA HIDAYAT, SE, MM
Pangkat/Gol Penata Tingkat | (111 /d)
Jabatan Kabid Pendapatan Daerah
C. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Nama RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol Pembina (IV/a)
Jabatan Perencana Ahli Muda
D. Pelaksana Sub Kegiatan
Nama RETNO HARYANTI, SE. MM
Pangkat/Gol Pembina (IV/a)
Jabatan AKPD Ahli Muda
E. Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS /f TANGGUNG JAWAB
a. Pengguna Anggaran/PPK

I8

2

3.

n s

Nama
Pangkat/Gol
Jabatan

GITA FIRTASNANDO, AMd.Ak
Pengatur (11 /c)

Bendahara Pengeluaran

Menyusun REKA-SKPD.

Menyusun DPA-SKPD.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan,

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.




10.

b Ei B
12.
13.
14,
15,
16.

17.
18.

19

20,

2L

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
hatas anggaran yvang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah vang menjadi tanggungjawab
SKPD yang dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun anggaran Ras SKPD,

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.
Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja
atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan
ikatan untuk pengadaan barang dan jasa

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1.

Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b, Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. Meldporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
kepada Pengguna Anggaran.

Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang—
undangan;

c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan kegiatan

Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub

kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1.

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta




bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. Menyusun laporan kenangan SKPD;

6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS heserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

7. Melakukan wverifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan;

8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM;

Pelaksana Sub Kegiatan

1. Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

¢. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran,

2. Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
meliputi :

a. Membantu  menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan,

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran
sesuai  dengan persyaratan yang  ditetapkan dalam
ketentuanperundang- undangan.

¢. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

Sekretariat

Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun
administrasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

1.

W

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, 5PP
GU,SPP TU, dan SPP LS;

Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan;




6.

10,

11.

12,

13.

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik;

Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala
Daerah;

Memeriksa kas secara periodik;

Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen
fisik dari bank;

Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi
atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja
akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
Melaksanakan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD.

Solok, Januari 2026
(PENGGUNA ANGGARANﬁ

k..
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PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jin Lubuk Sikaroh No. 89 Telp. (0755] 325741 ~ fax. (0755) 22447 EmaitbkdSsolokkatngnid

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota : Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan : Pengelolaan Pajak Daerah
Nama Sub Kegiatan  : 1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

2. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Anggaran : 1. Rpl5.312.000,00 (lima belas juta tiga ratus dua belas ribu
rupiah)
2. Rp12.579.302,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan
ribu tiga ratus dua rupiah)
Tahun Anggaran : 2026

1. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan,

peraturan serta keputusan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

9, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah



10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2026

14. Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Walikota Sclok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilLingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-33 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun Anggaran 2026.

. PETUNJUK KHUSUS

a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA) /PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (FPK]

l-_---__ ............ - BENDAHARA

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

|

KASUBBAG/KASUBBID /JFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN FPK-

SKPD

.

PELAKSANA
SEKRETARIAT




b. ASPEK KETATALAKSANAAN
PPTK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
- Perangkat Administrasi,
= Perangkat Administrasi Keuangan.
- Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi dana masing-masing

kegiatan menurut jenis pengeluaran.

¢. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja.
- Pendayagunaan staf kegiatan,
- Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja.
- Penghematan penggunaan bahan.

- Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan.

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional kegiatan, diwajibkan membuat
laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan
/sasaran masing-masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah,

hambatan yang dihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan

menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani Ketentuan yang berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewafiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian atas kegiatan sebagal berikut:

e Pengawasan secara berkala
e Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g. PETUNJUK-PETUNJUK LAIN

Waktu Pelaksanaan 1. Bulan Januari s.d Desember (time skedul
terlampir) untuk sub kegiatan Pelayanan dan
Konsultasi Pajak Daerah
2. Bulan Januari s.d Desember (time skedul
terlampir untuk sub kegiatan Penelitian dan



Konsultasi Pajak Daerah
Tujuan Program : Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah

yvang baik sesual dengan peraturan perundang-

undangan.
Target 1 100%
Organisasi : BKD
A.  Pengguna Anggaran/PPK
Nama : NOVIRNA HENDAYANILSE M.Si.Akt
Pangkat/Gol :  Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan . Kepala Badan Kevangan Daerah

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama :  SURYA HIDAYAT, SE, MM
Pangkat/Gol :  Penata Tingkat I (111/d)
Jabatan :  Kabid Pendapatan Daerah

C. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama :  RESTU ARDIATI, SE, MM
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan :  Perencana Ahli Muda

D. Pelaksana Sub Kegiatan

Nama :  KHAIRA ZUNADIA, SE
Pangkat/Gol : PenataTkI1 (I11/d)
Jahatan : Kasubbid Penetapan dan Pelaporan BKD

E. Bendahara Pengeluaran

Nama . GITAFIRTASNANDO, AMd.Ak
Pangkat/Gol . Pengatur (11/c)
Jabatan . Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB
a. Pengguna Anggaran/PPK
1. Menyusun RKA-SKPD.
2. Menyusun DPA-SKPD.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.



Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

8. Menandatangani SPM.

9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

12, Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

14, Menyusun anggaran kas SKPD.

15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

16. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

18. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

19. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

20. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk

pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan meliputi :
a.  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b, Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada

Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :



Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

S

Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
vang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan,

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa,

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1.

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran;

4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

Menyusun laporan keuangan SKPD;

6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukt

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.
Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.

. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,

SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM

d. Pelaksana Sub Kegiatan

1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

¢. Memhantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

2. Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

behan pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Membantu menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

c. Membanty menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan kegiatan.



3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa.

Sekretariat
Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun administrasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan,

Bendahara

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS,

2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan T1.

3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.

4, Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah.

9. Memeriksa kas secara periodik.

10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
bank.

11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal.

12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan

fungsi BUD,

Solok, Januari 2026
(PENGGUNA ANGGARAN }
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PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jin Lubuk Sikarah Mo. 89 Telp, (0755) 325941 - fax. (0755) 22447 Emall:prgBsaiokkots oo 1

SOLOK
PETUNJUK OPERASIONAL
Kota . Solok
SKPD : Badan Keuangan Daerah
Nama Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Nama Sub : 1. Penagihan Pajak Daerah
Kegiatan 2. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Anggaran . 1. Rp154.366.500,- (seratus lima puluh empat juta tiga
ratus enam pulul enam ribu lima ratus rupiah)
2. Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

Tahun Anggaran  : 2026

1. PETUNJUK UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Kketentuan
perundang- undangan, peraturan serta keputusan yang berlaku antara
lain :

1

e

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Kevangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerab;
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;



13.

14.

15.

16.

17.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-8-2026 tentang Penunjukan dan
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Peranghkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188.4-34 Tahun
2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan

Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;

Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Nomor : 188,4-33 Tahun
2025 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan
Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

. PETUNJUK KHUSUS
a. ASPEK ORGANISASI

KEPALA BKD
PENGGUNA ANGGARAN (PA)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK.)

l .................... » BENDAHARA

SEKRETARIS/KEP BIDANCG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

KEGIATAN (PPTK)

l

KASUBBAG/KASUBBID/LFUNGSIONAL
PELAKSANA SUB KEGIATAN DAN PPK-

SKPD

PELAKSANA
SEKRETARIAT

b. ASPEK KETATALAKSANAAN

PPTIK/PPK segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- Perangkat Administrasi

- Perangkat Administrasi Keuangan
Membuat perkiraan dan perincian biaya sesuai dengan alokasi
dana masing-masing kegiatan menurut jenis pengeluaran




c. ASPEK PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN
- Persiapan Rencana Kerja
Pendayagunaan staf kegiatan
- Jadwal pelaksanaan kegiatan
Penggunaan Peralatan dan fasilitas kerja
Penghematan penggunaan bahan
Kelancaran pembayaran tanpa pemborosan

d. ASPEK PERSIAPAN PELAKSANAAN & PELAPORAN KEGIATAN
PPTK/PPK beserta staf diwajibkan membuat penjabaran jadwal
pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rencana pelaksanaan operasional
kegiatan, diwajibkan membuat laporan periodik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku mengenai pencapaian tujuan /sasaran masing-
masing kegiatan, laporan khusus yang menyangkut masalah, hambatan
vangdihadapi dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

e. ASPEK MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Setelah DPA diterima segera melakukan penelaahan atas isi DPA, dan
menyelenggarakan kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang

berlaku.

f. ASPEK PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Selaku Pengguna Anggaran atau PPK berkewajiban  melakukan
Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan sebagai berikut:
« Pengawasan secara berkala
+ Penjabaran langsung terhadap kegiatan.

g. F[‘.’I’UN]UK-PETUN]UK LAIN

1. Waktu . Januari s.d Desember (time schedule
Pelaksanaan tertampir)
2. Tujuan Program :  Maksud dan tujuan kegiatan  ini

dilaksanakan adalah terwujudnya Sistim
Pengelola Keuangan Daerah yang baik,
taat azas dan sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang berlaku,

3. Target : 100%
4. Organisasi : BKD

A. Pengguna Anggaran} PPK

Nama ¢ NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si,
Akt

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan . Kepala Badan Keuangan Daerah



B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama ¢ SURYA HIDAYAT, SE, MM
Pangkat/Gol :  Penata Tingkat | (II1/d)
Jabatan :  Kabid Pendapatan Daerah

C. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Nama ¢ RESTU ARDIATI, SE, MM
Panglkat/Gol : Pembina (IV/a)
jabatan . Perencana Ahli Muda

D. Pelaksana Sub Kegiatan

Nama +  IRVAN, SE, M.Si
Pangkat/Gol . Penata (111/d)
Jabatan ¢ Kasubbid Penagihan dan
Keberatan

E. Bendahara Pengeluaran
Nama :  GITA FIRTASNANDO, A.Md.Ak
Pangkat/Gol : Pengatur (I1/c)
Jabatan . Bendahara Pengeluaran

3. TUGAS / TANGGUNG JAWAB
a. Pengguna Anggaran/PPK

1.
2
2

b

10.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

Menyusun RKA-S5KPD,

Menyvusun DPA-SKPD.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
Melaksanakan anggaran SKPD yvang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran.

Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab
SKPD yang dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.

Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah.

Menyusun anggaran kas SKPD.

Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.
Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.

Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

19. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selalku BUD.

20. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

21. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan, dalam hal
mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
kepada Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:
4. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan vyang ditetapkan dalam ketentuan perundang-
undangan;
¢. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;

3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. Menyusun laporan keuangan SKPD;

6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

7. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan;

8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU; SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;



d. Pelaksana Sub Kegiatan

f.

1.

Membantu mengendalikan dan melaporkan perkembangan

pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi :

2. Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

b. Membantu memonitoring  dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan;

¢. Membantu menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan

anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub

kegiatan meliputi :

a. Membantu menyiapkan Jlaporan  kinerja  pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan.

b. Membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran
sesuai dengan  persyaratan yang ditetapkan  dalam
ketentuanperundang- undangan,

¢. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

3. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

Sekretariat

Membantu pelaksanaan sub kegiatan baik secara teknis maupun
administrasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

1-

5

10.

11.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP
GU,SPP TU, dan SPP LS;

Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai denguan
ketentuanperaturan perundang-undangan;

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD

secara periodik;
Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala
Daerah;

Memeriksa kas secara periodik;

Menerima dolkumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen
fisik dari bank;

Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi
atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;




12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi arau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal;

13. Melaksanakan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang

melaksanakan fungsi BUD.

Solok, Januari 2026
ﬂ\-peuncum ANGGARAN)
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